SALINAN

»
‘Mu Tungas

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat;

. bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan

daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka
berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
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Mengingat

—

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Seri E);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri
A);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
201e6.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:
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laporan realisasi anggaran;

o P

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca,;

o o0

laporan operasional,

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas;

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. pendapatan Rp2.852.968.390.191,00
b. belanja Rp2.902.853.581.862,00
defisit (Rp 49.885.191.671,00)
c. pembiayaan
- penerimaan Rp 461.705.862.364,40
- pengeluaran Rp 22.084.000.000,00
pembiayaan netto Rp 389.736.670.693,40
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp156.993.424.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.009.961.814.976,00
2. realisasi Rp2.852.968.390.191,00
selisih lebih/(kurang) (Rp 156.993.424.785,00)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp544.534.095.478,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp3.447.387.677.340,00
2. realisasi Rp2.902.853.581.862,00
selisih lebih/(kurang) (Rp 544.534.095.478,00)

c. selisih anggaran dengan  realisasi  surplus/(defisit) sejumlah
Rp387.540.670.693,00 dengan rincian sebagai berikut:
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1. anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan (Rp437.425.862.364,00)

2. realisasi (Rp 49.885.191.671,00)
selisih lebih/(kurang) Rp 387.540.670.693,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 461.705.862.364,40
2. realisasi Rp 461.705.862.364.,40
selisih lebih/(kurang) (Rp 0,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp2.196.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp 24.280.000.000,00

2. realisasi Rp 22.084.000.000,00
selisih lebih/(kurang) (Rp 2.196.000.000,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp2.196.000.000,40 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rp 437.425.862.364,00

2. realisasi Rp 439.621.862.364.,40
selisih lebih/(kurang) Rp 2.196.000.000,40

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai
berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 461.705.862.364,40

b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp 461.705.862.364,40

c. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 389.736.670.693,40

d. saldo anggaran lebih akhir Rp 389.736.670.693,40
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31
Desember 2016 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp 5.128.213.981.695,80
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b. jumlah kewajiban Rp 50.369.582.708,34
c. jumlah ekuitas Rp 5.077.844.398.987,46

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai
berikut:

a. pendapatan Rp2.905.175.848.634,00
b. beban Rp2.651.165.040.423,68
c. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Rp 14.968.366.299,00)
d. pos luar biasa (Rp 133.763.542.073,96)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai
berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp 461.691.104.252,40
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 350.237.896.865,00
c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp 422.371.826.373,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp 359.118.430,00
f. kas di bendahara penerimaan Rp 164.666.500,00
g. kas di bendahara pengeluaran Rp 192.829.685,00
h. kas lainnya Rp 8.401.690.329,00

[y

saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp 398.675.479.688,40

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp4.932.209.831.929,02
b. surplus/(defisit)-LO Rp 135.215.632.435,36
c. dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar Rp 10.418.934.623,08
d. ekuitas akhir Rp 5.077.844.398.987,46
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Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I

lampiran I.1

lampiran 1.2

lampiran 1.3

lampiran 1.4

lampiran 1.5
lampiran 1.6

lampiran 1.7

lampiran 1.8

lampiran 1.9

lampiran I.10 :

lampiran I.11

o

lampiran II

lampiran III

e

lampiran IV

®

Lampiran V

]

Lampiran VI

g. Lampiran VII

laporan realisasi anggaran,;

ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan,;

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan wurusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

daftar piutang daerah;
daftar penyertaan modal (investasi daerah);

daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
lainnya;

daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

daftar dana cadangan daerah;

daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas.
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Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:

a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
NOMOR 1 SERI A

inan sesuai dengan aslinya

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017)
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